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Abstract  

This study aims to determine and analyze the implementation of the role of the regional 

government in this case the Regional People's Representative Council (DPRD) and the executive 

of North Halmahera Regency optimally in carrying out the task of forming regional regulations 

starting from planning, drafting regional regulations, discussions to stipulation or ratification 

and promulgation in the regional gazette. This study is a qualitative descriptive study, namely 

research that aims to describe and describe events or phenomena that occur in the field and 

present data systematically, factually and accurately regarding the facts or phenomena that occur 

in the field. The results of the study indicate that, 1). The portrait of the availability of human 

resources spread across each Regional Apparatus Organization (OPD) and the Secretariat of the 

DPRD of North Halmahera Regency in preparing draft regional regulations has very low 

educational qualifications and HR experience due to the lack of technical guidance and training 

on technical, mechanisms, norms and mastery of the substance of draft regional regulations in 

each field; 2). The availability of supporting facilities and infrastructure at the Secretariat of the 

DPRD of North Halmahera Regency is sufficient in terms of quantity, but its utilization has not 

been maximized because some are in repair status due to minor and severe damage and in 

particular the availability of official cars for members of the DPRD of North Halmahera Regency 

is not evenly distributed; 3). The SOP for the formation of regional regulations in North 

Halmahera Regency is available, but the flow and mechanisms contained therein are not in 

accordance with applicable regulations, resulting in the quality of the regulations formed being 

relatively low and not in accordance with the expected time target; 4). Accountability for the 

process of forming regional regulations by the DPRD and the Executive of North Halmahera 

Regency vertically in the form of routine accountability reports is carried out, but often 

experiences delays, while measuring the level of effectiveness of the implementation of regional 

regulations that have been formed as a form of horizontal accountability of the DPRD and the 

Executive of North Halmahera Regency to the public has not been carried out because there is 

no instrument that has been made and used to measure the level of accountability. 

Keywords: Optimization, Regional People's Representative Council, Regional Regulations 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran pemerintah daerah 

dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif Kabupaten Halmahera 
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Utara secara optimal dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan daerah mulai dari 

perencanaan, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan sampai dengan penetapan 

atau pengesahan serta diundangkan dalam lembaran daerah. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 1). Potret ketersediaan sumber daya manusia yang yang tersebar pada setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara 

dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM masih sangat 

rendah disebabkan karena minimnya mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan tentang teknis, 

mekanisme, norma dan penguasaan substansi ranperda setiap bidang; 2). Ketersediaan sarana dan 

prasarana penunjang kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari 

segi kuantitas, namun pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian berada dalam status 

perbaikan karena mengalami ruska ringan dan rusak berat dan secara khusus ketersediaan mobil 

dinas anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum merata; 3). SOP pembentukan perda di 

Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi alur dan mekanisme yang terdapat dalam di 

dalamnya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan kualitas perda 

yang dibentuk relative rendah dan belum sesuai dengan target waktu yang diharapkan; 4). 

Pertanggungjawaban proses pembentukan perda oleh DPRD dan Eksekutif Kabupaten Halmahera 

Utara secara vertical dalam bentuk laporan pertanggungjawaban rutin dilaksanakan, tetapi sering 

mengalami keterlambatan, sedangkan pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda yang 

telah dibentuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas horizontal DPRD dan eksekutif Kabupaten 

Halmahera Utara kepada publik belum dilakukan karena belum ada instrument yang dibuat dan 

dipakai dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah 

 

Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diamanatkan 

bahwa pemerintah daerah diberi hak yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini imaksudkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pemerataan keadilan 

suatu daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya juga bertujuan agar pemerintah 

daerah lebih bebas dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh 

sebab itu, setiap pembentukan daerah otonom harus memperhatikan syarat- syarat 

kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang 

memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah diberi kewenangan untuk 

membuat kebijakan dalam memberi pelayanan peningkatan dan pemberdayaan 
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masyarakat. Tentunya isi dan muatan kebijakan di setiap daerah dan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya. Untuk 

melaksanakan pemerintahan harus didasarkan berdasarka wewenang dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi dan 

kekhasan daerah masing-masing. 

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRD perlu lebih berperan sebagai 

pembuat gagasan dan pembuat gagasan, tergantung pada posisinya sebagai politisi. 

Anggota DPRD tidak perlu memiliki komando teknis bahasa substantif dan bahasa 

hukum perda, karena bisa diserahkan kepada ahli di bidangnya masing-masing. Praktik 

kota seringkali menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah, 

bahkan dalam peraturan yang sangat rinci dan substantif yang tidak didasarkan pada 

keahlian yang memadai. Pada akhirnya, orang-orang yang tidak memahami konten 

berdiskusi panjang, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik dan 

menghabiskan waktu. 

Pembangunan ekonomi yang disponsori pemerintah harus mengalami 

pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mentransformasikan perekonomian 

lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat 

dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, 

perbaikan infrastruktur yang ada, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk mengukur 

secara kuantitatif peningkatan pembangunan ekonomi daerah. 

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah telah dipertegas 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 

(1) huruf a menjelaskan bahwa “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk 

Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan 

bersama”. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR,DPD dan DPRD “DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk  

peraturan daerah provinsi bersama Gubernur membahas dan memberikan persetujuan 

rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan  belanja  daerah provinsi  

yang diajukan oleh Gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD  Kabupaten  atau  Kota  
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ditegaskan  dalam  pasal 344 ditentukan DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai tugas 

dan wewenang membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama Bupati atau 

Walikota,  membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 

anggaran dan belanja daerah Kabupaten atau Kota yang diajukan oleh Bupati atau 

Walikota. Apabila diteliti lebih dalam lagi Pemerintah Daerah lebih khususnya,  

rancangan Peraturan Daerah lebih banyak datang dari inisiatif Pemerintah Daerah. 

Padahal idealnya DPRD harusnya menjadi tempat sumber ide, sumber inisiatif dan 

sumber konsep dalam berbagai rancangan Peraturan Daerah sebagai representasi 

kedaulatan rakyat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengetahui secara detail tentang bagaimana 

upaya optimalisasi peran legislasi yang dimiliki dalam membentuk perda sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan 

dan berhadapan langsung dengan objek, 2) Observasi merupakan kegiatan pengamatan 

yang langsung dilakukan oleh peneliti ketika peneliti ada pada latar penelitian. Teknik 

analisa data adalah sebagai berikut 1) Reduksi Data yaitu proses seleksi, pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yang didapatkan dari catatan 

lapangan, 2) Display atau Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh 

kemudahan dalam menafsirkan data mengenai kebijakan yang akan diteliti, 3) Menarik 

Kesimpulan adalah menjerumus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang 

diajukan sebelumnya dan mengungkap “What” dan “How” dari temuan penelian 

tersebut. 
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Hasil dan Pembahasan 

Produktivitas Kerja 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

Potret ketersediaan sumber daya manusia yang yang tersebar pada setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera 

Utara dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM 

penyusun ranperda pada eksekutif dan legislatif masih sangat rendah disebabkan karena 

minimnya mendapatkan bimbingan teknis dan pelatuhan tentang teknis, mekanisme, 

norma dan penguasaan substansi ranperda setiap bidang. 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari segi kuantitas, namun pemanfaatannya 

belum maksimal karena sebagian berada dalam status perbaikan karena mengalami rusak 

ringan dan rusak berat. Sedangkan khususnya ketersediaan sarana kerja berupa kendaraan 

dinas untuk anggota DPRD  Kabupaten  Halmahera  Utara  belum  tersedia  secara  merata,  

sehingga  menghambat kegiatan lapangan terkait dengan proses penyusunan dan 

penetapan ranperda menjadi perda. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Kualitas Pelayanan 

Ketersediaan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Perda 

SOP pembentukan perda di Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi 

alur dan mekanisme yang terdapat dalam di dalamnya belum sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Dari sisi implementasi SOP yang tersedia belum optimal, sehingga 

menyebabkan kualitas perda yang dibentuk relatif rendah dan belum sesuai dengan target 

waktu yang diharapkan. Dengan alur SOP pembentukan yang tidak paripurna, 

mengakibatkan kajian terhadap perda yang akan dihasilkan tidak mendalam dan kurang 

menyentuh substansi kebutuhan masyarakat pada umumnya. 
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Akuntabilitas Produk Pelayanan 

Akuntabilitas Peraturan Daerah yang telah dibentuk 

Pertanggungjawaban  proses  pembentukan  perda  oleh  DPRD  dan  eksekutif  

Kabupaten Halmahera Utara secara vertikal dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

rutin dilaksanakan, tetapi sering mengalami keterlambatan. Sedangkan mengenai 

pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda yang telah dibentuk sebagai salah satu 

bentuk akuntabilitas horizontal DPRD  dan  eksekutif Kabupaten  Halmahera  Utara  

kepada  publik  belum  dilakukan  karena belum ada instrument yang dibuat dan dipakai 

dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang 

perlu dilakukan oleh pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dalam hal ini Sekretaris DPRD 

Kabupaten Halmahera Utara adalah mengarahkan secara tegas kepada pejabat yang 

mempunyai tugas pembuatan laporan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan 

pembentukan perda agar taat pada aturan dalam melakukan laporan akuntabilitas secara 

vertical. Selain itu, melakukan koordinasi Bersama antara DPRD Kabupaten Halmahera  

Utara  dengan eksekutif agar segera  menyusun instrument  penilaian tingkat akuntabilitas 

implementasi perda pada instansi-instansi pemerintah terkait dan secara public sebagai 

bentuk akuntabilitas secara horizontal. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan beberapa hal 

diantaranya, Pertama, Potret ketersediaan sumber daya manusia yang yang tersebar pada 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Halmahera Utara dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan 

pengalaman SDM masih sangat rendah disebabkan karena minimnya mendapatkan 

bimbingan teknis dan pelatihan tentang teknis, mekanisme, norma dan penguasaan 

substansi ranperda setiap bidang. Kedua, Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari segi 

kuantitas, namun pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian berada dalam status 

perbaikan karena mengalami ruska ringan dan rusak berat dan secara khusus ketersediaan 

mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum merata. Ketiga, SOP 
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pembentukan perda di Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi alur dan 

mekanisme yang terdapat dalam di dalamnya belum sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga menyebabkan kualitas perda yang dibentuk relative rendah dan belum 

sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Keempat, Pertanggungjawaban proses 

pembentukan perda oleh DPRD dan Eksekutif Kabupaten Halmahera Utara secara 

vertical dalam bentuk laporan pertanggungjawaban rutin dilaksanakan, tetapi sering 

mengalami keterlambatan, sedangkan pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda 

yang telah dibentuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Horizontal. Kelima, DPRD 

dan eksekutif Kabupaten Halmahera Utara kepada publik belum dilakukan karena belum 

ada instrumen yang dibuat dan dipakai dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut. 
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